Pemprov Sultra Ikuti Rakor
Inflasi, Fokus Stabilkan Harga dan
Kawal Program Nasional

Kendari sultranet.com - Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Pemprov
Sultra) mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang
digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI secara virtual. Kegiatan yang
berlangsung pada Senin, 16 Juni 2025 itu dipusatkan di Ruang Rapat Biro
Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Sultra, dan menjadi bagian penting
dari upaya pemerintah menjaga kestabilan harga serta mempercepat pelaksanaan
program prioritas nasional.

Rakor ini dipimpin langsung oleh Sekretaris Jenderal Kemendagri, Tomsi Tohir,
dan turut dihadiri sejumlah kementerian dan lembaga seperti Badan Pusat
Statistik (BPS), Badan Pangan Nasional, Kementerian Pertanian, hingga Kantor
Staf Presiden (KSP). Hadir pula para narasumber yang memaparkan strategi dan
data terkini, di antaranya Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji
Ismartini, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi, serta perwakilan
dari Kementan dan KSP.

Dari Pemprov Sultra, Sekretaris Daerah Provinsi, Asisten II Setda, serta
perwakilan dari BPS, Bank Indonesia, Bulog, Inspektorat, dan sejumlah OPD
teknis turut berpartisipasi dalam rapat yang berlangsung interaktif itu.

Dalam arahannya, Tomsi Tohir menekankan pentingnya peran strategis
pemerintah daerah dalam mengendalikan inflasi, terutama menjelang dan setelah
momen besar seperti hari raya keagamaan. Ia juga meminta agar seluruh kepala
daerah memberikan perhatian serius terhadap pelaksanaan program-program
prioritas nasional yang telah ditetapkan Presiden RI.

“Kami mohon atensinya. Ini program prioritas Bapak Presiden dan memiliki
konsekuensi hukum bagi kepala daerah yang tidak melaksanakannya. Kita akan
undang secara khusus kepala daerah yang belum mengusulkan untuk
mempertanggungjawabkannya,” ujar Tomsi tegas.

Beberapa program nasional yang menjadi sorotan dalam rakor ini antara lain
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penyediaan lahan untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) guna
mendukung penurunan angka stunting, percepatan pembangunan tiga juta rumah
layak huni, pembentukan Koperasi Merah Putih sebagai wadah penguatan
UMKM, serta pelaksanaan layanan kesehatan dan pendidikan gratis.

Tomsi juga menyampaikan bahwa pemerintah pusat sedang memfokuskan
langkah konkret untuk menurunkan harga komoditas utama yang belakangan
mengalami lonjakan, seperti beras, minyak goreng, cabai merah, dan cabai rawit.
Namun, ia menyebut harga telur dan daging ayam ras masih dalam kategori
wajar.

Sementara itu, Deputi BPS Pudji Ismartini mengungkapkan tren inflasi nasional
selama momen Idul Adha dalam kurun 2021 hingga 2024. Menurutnya, inflasi
saat Idul Adha umumnya lebih rendah dibandingkan Ramadan dan Idul Fitri,
kecuali pada tahun 2022.

“Komoditas yang dominan memicu inflasi saat Idul Adha adalah cabai merah dan
cabai rawit. Data Indeks Perkembangan Harga minggu kedua Juni 2025
menunjukkan ada 14 provinsi yang mengalami kenaikan, 1 provinsi stabil, dan 23
provinsi mengalami penurunan,” paparnya.

Data BPS juga menyebutkan bahwa pada Mei 2025, beberapa komoditas yang
paling berpengaruh terhadap inflasi di antaranya adalah tomat, beras, dan
ketimun. Informasi ini menjadi rujukan penting bagi daerah untuk menentukan
langkah pengendalian yang lebih tepat sasaran.

Rakor ini bukan hanya soal pengendalian harga, tetapi juga menjadi panggung
untuk mempercepat realisasi agenda-agenda strategis pemerintah pusat.
Kolaborasi lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah menjadi kunci
untuk memastikan kesejahteraan masyarakat tetap terjaga, terutama dalam
situasi ekonomi yang terus bergerak dinamis.

Bagi Pemprov Sultra, rakor ini menjadi kesempatan memperkuat koordinasi,
menyusun langkah taktis menghadapi tantangan inflasi, serta memastikan
program-program nasional bisa dijalankan secara konkret dan terukur di daerah.



Pemprov Sultra Ikuti Rakor Inflasi
Bahas Strategi Kendali Harga
Pangan

Kendari, Sultranet.com - Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Pemprov
Sultra) kembali ambil bagian dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian
Inflasi Daerah yang digelar secara rutin oleh Kementerian Dalam Negeri Republik
Indonesia (Kemendagri RI). Rakor ini dilaksanakan secara virtual melalui Zoom
Meeting dan dipusatkan di Ruang Rapat Biro Perekonomian Sekretariat Daerah
(Setda) Provinsi Sultra pada Senin, 5 Mei 2025.

Rakor dipimpin langsung oleh Sekretaris Jenderal Kemendagri, Tomsi Tohir, dari
Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) di Jakarta. Kegiatan ini menghadirkan
sejumlah narasumber dari berbagai kementerian dan lembaga, di antaranya
Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Puji Ismartini; Deputi III Kantor
Staf Presiden, Edy Priyono; serta Kepala Badan Pangan Nasional, Arief Prasetyo
Adi.

Pemprov Sultra diwakili oleh Sekretaris Daerah Sultra, Asisten II Bidang
Perekonomian dan Pembangunan, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kepala Dinas
Pertanian dan Peternakan, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM, Kepala Biro
Perekonomian, serta perwakilan dari BPS, Bank Indonesia, dan sejumlah OPD
terkait lainnya.

Dalam arahannya, Tomsi Tohir menegaskan bahwa rakor mingguan ini menjadi
sarana penting untuk memantau dan mengevaluasi perkembangan inflasi daerah.
[a meminta pemerintah daerah lebih aktif dalam menangani laju inflasi, terutama
di daerah-daerah yang mencatatkan angka tinggi.

“Kami berharap daerah-daerah dengan inflasi tinggi dapat memaparkan langkah-
langkah yang sudah dilakukan dan kendala apa saja yang mereka hadapi,” ujar
Tomsi.
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Ia menambahkan bahwa pada minggu pertama Mei 2025, sejumlah harga
komoditas pangan mengalami penurunan. “Bawang merah, bawang putih, cabai
merah, cabai rawit, gula pasir, daging ayam, dan telur ayam mengalami
penurunan harga. Ini merupakan sinyal positif, namun upaya pengendalian tetap
harus diperkuat,” kata Tomsi.

[a mendorong pemerintah daerah untuk terus menjalin koordinasi dengan BPS
setempat, serta merencanakan penanaman komoditas strategis, terutama cabai
rawit, untuk pengendalian inflasi jangka menengah. “Daerah harus aktif
memantau harga, memperkuat cadangan pangan, dan bergerak cepat mengambil
langkah konkret,” tegasnya.

Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, menurut Tomsi, menjadi kunci
keberhasilan dalam menekan inflasi. la menekankan pentingnya kolaborasi lintas
sektor, termasuk Satgas Pangan, Kementerian Perdagangan, Bulog, hingga
pelaku usaha di tingkat lokal.

Sementara itu, Deputi BPS Puji Ismartini menyampaikan bahwa inflasi pada April
2025 tercatat sebesar 1,17 persen secara bulanan (month-to-month) dan 1,95
persen secara tahunan (year-on-year). Menurutnya, kelompok makanan,
minuman, dan tembakau memberikan kontribusi ketiga terbesar terhadap inflasi,
yakni sebesar 0,02 persen.

“Komoditas penyumbang utama inflasi bulan April adalah bawang merah, cabai
merah, tomat, bawang putih, dan jeruk. Sedangkan cabai rawit, daging ayam ras,
dan telur ayam ras justru menahan laju inflasi,” jelas Puji.

[a juga memaparkan data penurunan harga pada awal Mei 2025. “Harga bawang
merah turun 6,11 persen, cabai merah turun 5,06 persen, dan cabai rawit turun
signifikan sebesar 15,30 persen. Minyak goreng merek Minyakita juga turun 0,21
persen, dan gula pasir turun 0,08 persen,” sebutnya.

Dalam forum ini, setiap daerah diberikan kesempatan untuk menyampaikan
langkah-langkah yang telah dilakukan dalam rangka pengendalian inflasi, serta
tantangan yang dihadapi di lapangan. Rakor ini menjadi media strategis untuk
mendiskusikan berbagai inisiatif kebijakan daerah dalam menjaga stabilitas harga
dan memperkuat daya beli masyarakat.

Pemerintah berharap, melalui rakor yang konsisten, setiap daerah dapat



memperbaiki koordinasi antarinstansi dan menyusun langkah lebih terukur dalam
menghadapi dinamika harga kebutuhan pokok yang cenderung fluktuatif.
Termasuk mendorong produktivitas pertanian lokal dan memperkuat sinergi
antarsektor.

Rakor ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam menjaga stabilitas
ekonomi nasional melalui peran aktif semua level pemerintahan, termasuk
pemerintah daerah, untuk memastikan ketersediaan dan keterjangkauan bahan
pangan pokok.

Pemprov Sultra Ikuti Rakor Inflasi
Nasional

Kendari, Sultranet.com - Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Pemprov
Sultra) melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) mengikuti Rapat
Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar oleh Kementerian
Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri RI). Kegiatan ini dilaksanakan
secara virtual melalui Zoom Meeting dari Ruang Rapat Biro Perekonomian
Sekretariat Daerah Sultra, Senin, 28 April 2025.

Rakor yang dipimpin langsung oleh Sekretaris Jenderal Kemendagri, Tomsi Tohir,
dari Kantor Pusat Kemendagri di Jakarta, bertujuan menguatkan sinergi
antarinstansi dalam mengendalikan inflasi di daerah. Hadir sebagai narasumber
pejabat lintas kementerian seperti Deputi BPS Puji Ismartini, Deputi III KSP Edy
Priyono, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi, serta perwakilan dari
Kemendag dan Perum Bulog.

Sejumlah perwakilan instansi di Sultra turut serta dalam rakor ini, termasuk dari
BPS, Bank Indonesia, Bulog, Dinas Ketahanan Pangan, dan dinas teknis lainnya.
Fokus utama rakor adalah menjaga stabilitas harga bahan pokok di tengah
dinamika harga komoditas yang fluktuatif.

“Pemerintah daerah harus turun langsung ke lapangan, pantau harga-harga di
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pasar, lakukan koordinasi intensif, operasi pasar, hingga pemberian subsidi
transportasi jika diperlukan,” tegas Tomsi Tohir dalam arahannya.

Ia menekankan pentingnya pemetaan komoditas unggulan penyumbang inflasi di
tiap daerah. Menurutnya, inflasi nasional memang sudah terkendali, namun
kewaspadaan di tingkat lokal tetap krusial.

“Kita tidak boleh lengah, karena inflasi di daerah bisa berdampak pada daya beli
masyarakat. Jaga harga, utamakan aksi konkret, bukan sekadar laporan,”
imbuhnya.

KOMODITAS PENYUMBANG UTAMA |PH MENURUT WILAYAH

v, MAADAI2025

Wikyoh Luz

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Puji Ismartini, dalam paparannya
menyampaikan bahwa pada minggu keempat April 2025, terdapat 18 provinsi
yang mengalami kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH), sementara 20
lainnya mengalami penurunan. Komoditas seperti bawang merah dan cabai merah
menjadi penyumbang utama lonjakan harga di berbagai daerah.

“Rata-rata harga bawang merah tercatat naik 8,09 persen secara nasional
dibandingkan Maret, dan sudah melampaui Harga Acuan Penjualan,” ungkap Puji.

Harga cabai merah juga naik 5,04 persen, sementara bawang putih mengalami
kenaikan sebesar 1,39 persen. Di sisi lain, harga cabai rawit turun 8,10 persen
dan Minyakita menurun tipis sebesar 0,37 persen, meski tetap berada di atas
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Harga Eceran Tertinggi (HET).

Dalam konteks Sultra, Kabupaten Wakatobi menjadi salah satu daerah dengan
lonjakan IPH tertinggi secara nasional di luar Jawa dan Sumatera, mencapai 4,52
persen. Bawang merah, cabai merah, dan beras menjadi komoditas utama
penyumbang kenaikan harga di wilayah tersebut.

Rakor ini menjadi forum penting untuk memperkuat koordinasi dan mempercepat
respons daerah terhadap gejolak harga yang bisa berdampak langsung pada
kesejahteraan masyarakat. Pemerintah daerah diharapkan lebih proaktif dan
responsif dalam menerapkan strategi pengendalian inflasi.

Langkah-langkah seperti intervensi pasar, penguatan distribusi pangan, serta
sinergi lintas sektor menjadi kunci untuk mengamankan harga bahan pokok,
terlebih menjelang musim paceklik dan hari besar keagamaan.

Pemprov Sultra bersama TPID menegaskan komitmennya untuk terus memantau
kondisi harga di pasar, mengambil langkah antisipatif, serta bekerja sama erat
dengan stakeholder terkait agar daya beli masyarakat tetap terjaga.

Pemkab Kolaka Utara Jaga
Stabilitas Harga Bahan Pokok
Jelang Idul Fitri

Kolaka Utara, sultranet.com - Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara menggelar
Gerakan Pangan Murah untuk menjaga stabilitas harga dan pasokan bahan pokok
menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Ramadhan dan Idul Fitri
1446 H. Program ini diadakan untuk memastikan masyarakat mendapatkan
kebutuhan pokok dengan harga terjangkau di tengah meningkatnya permintaan
selama bulan suci. Rabu (19/3/2025)

Kegiatan yang dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Kolaka Utara, H. Jumarding,


https://www.sultranet.com/pemkab-kolaka-utara-jaga-stabilitas-harga-bahan-pokok-jelang-idul-fitri/
https://www.sultranet.com/pemkab-kolaka-utara-jaga-stabilitas-harga-bahan-pokok-jelang-idul-fitri/
https://www.sultranet.com/pemkab-kolaka-utara-jaga-stabilitas-harga-bahan-pokok-jelang-idul-fitri/

SE, ini juga terpantau langsung oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara
melalui Zoom Meeting. Gerakan ini merupakan bagian dari program serentak
yang dilaksanakan di seluruh kabupaten/kota di Sulawesi Tenggara guna
menekan lonjakan harga bahan pokok dan mengantisipasi inflasi.

Dalam sambutannya, H. Jumarding menyampaikan bahwa kegiatan ini adalah
bentuk kepedulian pemerintah daerah dalam membantu masyarakat
mendapatkan bahan pangan dengan harga stabil.

“Dengan adanya Gerakan Pangan Murah ini, kami berharap masyarakat dapat
memenuhi kebutuhan pokok mereka dengan harga yang lebih terjangkau.
Pemerintah terus berupaya menjaga stabilitas harga pangan agar tidak terjadi
lonjakan yang memberatkan masyarakat,” ujar Wakil Bupati.

Gerakan Pangan Murah ini menyediakan berbagai komoditas utama, seperti
beras, minyak goreng, gula pasir, telur, dan tepung terigu, dengan harga subsidi
atau lebih rendah dari harga pasar. Program ini terselenggara berkat kerja sama
antara Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara, distributor pangan, Bulog, serta para
pelaku usaha lokal guna memastikan ketersediaan stok pangan tetap aman
hingga Idul Fitri.

Kepala Bidang IKP dan Kehumasan Diskominfo Kolaka Utara, Syahlan Launu,
menegaskan bahwa pemerintah daerah terus berkoordinasi dengan berbagai
pihak untuk memastikan kelancaran program ini dan agar manfaatnya dapat
dirasakan secara luas oleh masyarakat.

“Pemerintah daerah berkomitmen untuk terus menjalankan program strategis
seperti ini guna memastikan kebutuhan pokok masyarakat tetap terjangkau.
Gerakan Pangan Murah ini merupakan salah satu upaya konkret dalam
menstabilkan harga dan mengurangi beban ekonomi masyarakat menjelang hari
raya,” jelas Syahlan Launu.

Masyarakat Kolaka Utara menyambut baik program ini, karena dianggap sangat
membantu di tengah kenaikan harga kebutuhan pokok yang kerap terjadi
menjelang Idul Fitri.

Dengan adanya Gerakan Pangan Murah ini, diharapkan masyarakat dapat
menjalani ibadah puasa dan merayakan Idul Fitri dengan lebih tenang tanpa
kekhawatiran terhadap lonjakan harga bahan pokok.



Pemprov Sultra Perkuat Strategi
Kendalikan Inflasi Jelang
Ramadan

Kendari, sultranet.com- Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Pemprov
Sultra) terus berupaya mengendalikan inflasi menjelang bulan Ramadan melalui
sinergi dengan pemerintah pusat dan daerah. Langkah ini diperkuat dalam Rapat
Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang rutin diselenggarakan
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI secara virtual. Senin, 24 Februari
2025

Dalam rakor yang dipimpin Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri, Tomsi
Tohir, pemerintah daerah diinstruksikan untuk lebih aktif menjaga stabilitas
harga bahan pokok. “Pemerintah daerah harus memastikan inflasi terkendali agar
daya beli masyarakat tetap terjaga,” ujar Tomsi. Ia juga meminta setiap daerah
rutin memantau harga di pasar dan segera melakukan intervensi jika terjadi
lonjakan signifikan, termasuk dengan operasi pasar dan subsidi transportasi.

Dari Sulawesi Tenggara, rakor ini dihadiri oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Sultra,
Asisten II Setda Sultra, Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, dan
Pembangunan, serta perwakilan dari berbagai instansi terkait, seperti Dinas
Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), Dinas Ketahanan Pangan, Badan
Pusat Statistik (BPS), dan Bank Indonesia (BI).

Plh. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, M. Habibullah, dalam
pemaparannya menyebutkan bahwa pada Ramadan tahun sebelumnya, lima
komoditas utama yang berkontribusi terhadap inflasi adalah beras, telur ayam
ras, daging ayam ras, cabai rawit, dan bawang putih. Sementara itu, pada minggu
ketiga Februari 2025, delapan provinsi mengalami kenaikan Indeks
Perkembangan Harga (IPH), termasuk Sulawesi Tenggara.
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Kabupaten Bombana menjadi daerah dengan kenaikan IPH tertinggi di Sultra,
mencapai 4,38%. Komoditas utama penyebab kenaikan ini adalah daging ayam
ras, telur ayam ras, dan bawang merah. Selain itu, harga gula pasir secara
nasional naik sebesar 1,01% dibanding Januari 2025, sementara harga minyak
goreng juga mengalami kenaikan sebesar 0,48%.

Menanggapi kondisi ini, Sekda Sultra, Asrun Lio, menekankan pentingnya
koordinasi lintas sektor dalam menjaga stabilitas harga bahan pokok. “Kami akan
memastikan ketersediaan pasokan pangan tetap aman, serta melakukan
intervensi jika diperlukan agar harga tetap stabil dan tidak membebani
masyarakat,” katanya.

Asrun Lio juga menginstruksikan Disperindag dan BPS Sultra untuk terus
mengumpulkan dan menganalisis data harga secara berkala guna menentukan
langkah strategis yang efektif. “Harapannya, setiap kebijakan yang diambil benar-
benar memberikan dampak nyata dalam menjaga daya beli masyarakat,”
tambahnya.

Sebagai langkah konkret, Pemprov Sultra berencana mengoptimalkan program
subsidi transportasi bagi distribusi bahan pangan dari sentra produksi ke pasar-
pasar tradisional. Pemerintah daerah juga akan menggencarkan operasi pasar
untuk menekan harga komoditas yang berpotensi melonjak.



Langkah-langkah strategis ini diharapkan mampu mengatasi tantangan inflasi
menjelang Ramadan, memastikan stok bahan pokok tetap terjaga, serta
memberikan rasa aman bagi masyarakat Sulawesi Tenggara dalam menghadapi
momen penting ini.

Pemprov Sultra Fokus Kendalikan
Inflasi Jelang Ramadan

SultraNet.com - Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Pemprov Sultra)
menegaskan komitmennya dalam mengendalikan inflasi menjelang bulan suci
Ramadan. Hal ini disampaikan saat mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian
Inflasi Daerah yang digelar secara virtual oleh Kementerian Dalam Negeri
Republik Indonesia (Kemendagri RI), Senin, 24 Februari 2025.

Rapat koordinasi mingguan yang dipimpin langsung oleh Sekretaris Jenderal
Kemendagri, Tomsi Tohir, ini turut diikuti oleh sejumlah pejabat kementerian dan
lembaga terkait, di antaranya Plh. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS
M. Habibullah, Deputi III Bidang Perekonomian Kantor Staf Presiden Edy Priyono,
serta perwakilan dari Bulog dan Kementerian Perdagangan.

Dari Sultra, rapat ini dihadiri Sekretaris Daerah Asrun Lio, Asisten II Setda, Staf
Ahli Gubernur, kepala OPD terkait seperti Dinas Ketahanan Pangan, Dinas
Pertanian dan Peternakan, Dinas ESDM, Biro Perekonomian, serta perwakilan
Bank Indonesia.

Dalam arahannya, Tomsi Tohir menegaskan pentingnya kolaborasi antara
pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga kestabilan harga barang dan jasa,
khususnya menjelang Ramadan dan Idulfitri yang biasanya diiringi peningkatan
konsumsi masyarakat.

“Pemerintah daerah harus memastikan inflasi tetap terkendali agar daya beli
masyarakat tidak terganggu,” tegas Tomsi. Ia meminta agar pemda lebih aktif
memantau harga pasar dan segera mengambil langkah intervensi jika terjadi


https://www.sultranet.com/pemprov-sultra-fokus-kendalikan-inflasi-jelang-ramadan/
https://www.sultranet.com/pemprov-sultra-fokus-kendalikan-inflasi-jelang-ramadan/

lonjakan signifikan. Bentuk intervensi yang disarankan antara lain melalui operasi
pasar dan subsidi biaya distribusi.

Tomsi juga menyampaikan bahwa mulai tahun ini, setiap daerah akan ditunjuk
secara bergiliran untuk melaporkan kondisi harga dan strategi pengendalian
inflasi yang telah dilakukan. “Dengan begitu, masing-masing daerah akan lebih
aktif menekan laju kenaikan harga tanpa selalu mengandalkan dukungan dari
luar,” ujarnya.

Sementara itu, BPS mencatat bahwa pada minggu ketiga Februari 2025, delapan
provinsi mengalami kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH), termasuk
Sulawesi Tenggara. Kenaikan harga di daerah ini dipengaruhi oleh komoditas
seperti cabai merah, cabai rawit, dan beras. Kabupaten Bombana bahkan
mencatat kenaikan IPH tertinggi sebesar 4,38 persen, didorong oleh naiknya
harga daging ayam ras, telur ayam ras, dan bawang merah.

Plh. Deputi BPS, M. Habibullah, menyebutkan bahwa pada Ramadan tahun
sebelumnya, lima komoditas utama penyumbang inflasi adalah telur ayam ras,
daging ayam ras, beras, cabai rawit, dan bawang putih. Untuk Februari 2025,
harga gula pasir mengalami kenaikan sebesar 1,01 persen dibandingkan Januari
2025, sementara harga cabai rawit justru turun 4,37 persen. Adapun minyak
goreng mengalami kenaikan harga sebesar 0,48 persen.

Menanggapi kondisi ini, Sekda Sultra Asrun Lio meminta seluruh instansi terkait
agar memperkuat koordinasi dalam menjaga kestabilan harga. Ia menekankan
pentingnya kerja sama antara Dinas Perindustrian dan Perdagangan
(Disperindag) dengan BPS dalam menganalisis perkembangan harga dan
merumuskan langkah strategis pengendalian inflasi.

“Kita perlu memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil benar-benar efektif
dalam menjaga stabilitas harga di tengah masyarakat,” ujar Asrun.

Ia juga menegaskan bahwa Pemprov Sultra siap melakukan intervensi jika
dibutuhkan, termasuk dalam bentuk pengurangan biaya distribusi dan
pengendalian biaya transportasi. Langkah ini dianggap penting agar harga
kebutuhan pokok tetap terjangkau dan tidak membebani masyarakat.

Menurut Asrun, distribusi menjadi salah satu faktor utama dalam pengendalian
harga. “Kalau distribusi terganggu, maka harga di pasaran pasti ikut terdampak.



Maka dari itu, kita akan fokus pada penguatan rantai distribusi agar tidak ada
kelangkaan dan lonjakan harga yang tidak wajar,” katanya.

Pemprov Sultra pun berkomitmen untuk mempercepat respons jika terjadi
gangguan pasokan bahan pokok di pasar. Selain operasi pasar, pemerintah juga
akan mengupayakan kerja sama lintas sektor, termasuk melibatkan pelaku usaha
dan stakeholder lainnya dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga barang
strategis.

Dengan antisipasi dan strategi yang matang, pemerintah berharap lonjakan harga
yang biasa terjadi menjelang Ramadan bisa diminimalisir. Fokus utama Pemprov
Sultra saat ini adalah menjaga daya beli masyarakat tetap stabil dan memastikan
ketersediaan bahan pokok dengan harga terjangkau.

Pemprov Sultra Hadiri Rakor
Pengendalian Inflasi, Antisipasi
Kenaikan Harga Jelang Ramadan

Kendari, sultranet.com - Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Pemprov
Sultra) menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang
diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) secara virtual,
Senin, 10 Februari 2025. Rakor yang berlangsung di Ruang Rapat Biro
Perekonomian Sekretariat Daerah (Setda) Sultra ini membahas strategi
pengendalian harga menjelang bulan suci Ramadan.

Plt. Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri, Tomsi Tohir, yang memimpin rakor,
menekankan pentingnya langkah konkret untuk mengantisipasi kenaikan harga
kebutuhan pokok. “Bulan Ramadan tinggal dua minggu lagi. Kita harus
melakukan konsolidasi dan memastikan stok kebutuhan pokok aman. TPID serta
instansi terkait harus lebih serius dalam menghadapi potensi kenaikan harga,”
ujar Tomsi Tohir.


https://www.sultranet.com/pemprov-sultra-hadiri-rakor-pengendalian-inflasi-antisipasi-kenaikan-harga-jelang-ramadan/
https://www.sultranet.com/pemprov-sultra-hadiri-rakor-pengendalian-inflasi-antisipasi-kenaikan-harga-jelang-ramadan/
https://www.sultranet.com/pemprov-sultra-hadiri-rakor-pengendalian-inflasi-antisipasi-kenaikan-harga-jelang-ramadan/

Rakor ini juga dihadiri sejumlah pejabat dari kementerian dan lembaga terkait,
termasuk Plt. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti,
Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi, serta Deputi III Bidang
Perekonomian Kantor Staf Presiden (KSP) Edy Priyono. Dari Pemprov Sultra,
perwakilan yang hadir antara lain dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
(ESDM), BPS, Balai Karantina, Biro Perekonomian, dan Dinas Ketahanan Pangan.

Dalam laporannya, Amalia Adininggar Widyasanti mengungkapkan bahwa pada
Januari 2025 terjadi deflasi sebesar 0,76% secara month-to-month (m-t-m),
dengan kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebagai
penyumbang deflasi terbesar sebesar 1,44%. Sementara itu, kelompok makanan,
minuman, dan tembakau mencatat inflasi dengan andil 0,56%.

Pada minggu pertama Februari 2025, beberapa komoditas mengalami kenaikan
harga, seperti cabai merah yang naik 7,23%, Minyakita naik 0,41%, dan gula
pasir naik 0,89% dibanding Januari 2025. Sebaliknya, harga cabai rawit turun
4,35%, bawang putih turun 7,96%, bawang merah turun 7,96%, serta telur ayam
ras turun 2,56%.

Kabupaten Bombana menjadi salah satu dari 10 daerah di luar Pulau Jawa dan
Sumatera yang mengalami kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH) tertinggi,
mencapai 3,96%. Berdasarkan data Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan
Pokok (SP2KP) Kemendagri, kenaikan harga cabai rawit dan cabai merah menjadi
faktor utama lonjakan IPH di beberapa wilayah tersebut.

Dengan kondisi ini, pemerintah daerah diminta meningkatkan pemantauan harga
dan memastikan langkah-langkah strategis dalam pengendalian inflasi. Stabilitas
harga bahan pokok menjelang Ramadan dan Idulfitri menjadi perhatian utama
agar daya beli masyarakat tetap terjaga.



